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ABSTRACT

This study conducts a study of how the analysis of the law used in reviewing the determination of
restaurant taxes by the government in Binjai City in the perspective of Wahbah Az-Zuhaili. This
research will be described descriptively based on normative juridical research studies on books,
articles, journals, laws and regulations, views of experts and scholars to other research that has been
carried out and the results of observations made by researchers. In this study it is explained that taxes
have vital role inthe economic development of a country. Thistax revenue can be obtained from various
sectors. One of them is tax receipts from restaurants. In Binjai City itself, this restaurant tax has been
implemented for a long time, but in the process there are still various obstacles and irregularities
related to the determination of the tax rate. Based on various sources both from the Regional
Government and the Binjai City area, it is known that the restaurant tax set by the Binjai City
government to UMKM traders such as street vendors, meatball sellers to small rice stalls is very high
and burdensome. This is because the policies set are evenly distributed between large entrepreneurs
and small traders. In fact, if examined further, the income of these small traders is not greater than the
tax charged. This determination based on Wahbah Zuhaili's opinion is an act of injustice that should
not be done. Therefore, the government of Binjai City needs to review the regulations related to the
tariffs set. In addition, from the perspective of the Binjai City BPKAD, the determination of tariffs by
entrepreneurs and traders is not a final decision. If there is a response, proposals or objections to the
tariffs charged can be reported at the Binjai City BPKAD office for review.

ABSTRAK

Penelitian ini melakukan kajian tentang bagaimana analisa dari hukum yang digunakan dalam mengkaji
penetapan pajak restoran oleh pemerintah di Kota Binjai dalam perspekti Wahbah Az-Zuhaili.
Penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif berdasarkan kajian penelitian yuridis normatif pada
buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan ulama hingga penelitian lain
yang telah dilakukan serta hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti Pada penelitian ini
dijelaskan bahwasannya pajak memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara.
Penerimaan pajak ini bsa didaptkan dari berbagai sektor. Salah satunya adalah penerimaan pajak dari
restoran. Di Kota Binjai sendiri, pajak restoran ini sudah diimplementasikan sejak lama, namun pada
prosesnya masih ditemukan berbagai kendala dan penyimpangan terkait penetapan tarif pajaknya.
Berdasarkan berbagai sumber baik dari Pemerintah Daerah dan wilayah Kota Binjai diketahui pajak
restoran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Binjai kepada pedagang-pedagang UMKM seperti
Pedagang Kaki Lima, penjual bakso hingga warung nasi kecil angat tinggi dan membebankan. Hal ini
dikarenakan kebijakan yang ditetapkan disama ratakan antara penngusaha besar dengan pedagang kecil.
Padahal jika ditelaah lebih lanjut, pendapatan pedagang Kkecil ini tidak lebih besar dari pajak yang
dibebankan. Penetapan yang dilakukan ini berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili merupakan sebuah
perbuatan dzalim yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu pemerintah Kota Binjai perlu mengkaji
ulang peraturan terkait tarif yang ditetapkan. Selain itu, ditinjau dari pandangan BPKAD Kota Binjai
penetapan tarif yang dilakukan oleh para pengusaha dan pedagang ini belum merupakan keputusan
final. Apabila ada tanggapan, ususlan maupun keberatan akan tarif yang dikenakan bisa melakukan
pelaporan di kantor BPKAD Kota Binjai untuk dilakukan peninjauan ulang.

Kata kunci: Hukum, Penetapan, Tarif, Pajak Restoran, UMKM
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A. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
memberikan harapan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi, kebutuhan, dan
prioritas pembangunan daerah (Hernawan & Tanto, 2019). “Lahirnya Undang-Undang ini
diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan
mengatur keuangannya tanpa banyak campur tangan dari pemerintah pusat (Sulastri &
Nugraha, 2019). Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah termasuk Kkota
Binjai harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang dianggap potensial sebagai
penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli
Daerah, dimana kemampuan daerah untuk memaksimalkan pendapatannya dapat dilakukan
melalui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi (Sumarab et al., 2022).

Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan
menerapkan self assessment to replace sistem sebelumnya yaitu sistem penilaian resmi. Sistem
penilaian sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan,
dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menghitung, membayar, dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dengan diberlakukannya sistem seperti
ini, menuntut peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak
dan kepatuhan atau ketaatan yang dibutunkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan (Kleventura & Hama, 2022). Saat ini jumlah penduduk Indonesia saat terdaftar
dalam master file wajib pajak nasional hingga akhir tahun 2021 hanya 48 juta orang
(Erdiansyah & Khoirunurrofik, 2021).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, jika UMKM merupakan penyumbang
pendapatan negara terbesar bagi perekonomian Indonesia, seharusnya bisa memaksimalkan
potensi penerimaan pajaknya juga. Kepatuhan pelaku UMKM tergantung pada pengetahuan
membayar pajak (Kurniawati & Kristanto, 2021). Jika mereka mengetahui penggunaan pajak
dan pajak yang dibayarkan dikelola secara tertib, efisien dan bertanggung jawab, akan lebih
mudah untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Hingga saat ini upaya tersebut masih
memiliki banyak kendala dalam hal pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus
membantu dan mendorong UMKM Indonesia untuk dapat menghilangkan berbagai kendala
UMKM yang masih sering terjadi (Hermanto, 2022).

Salah satu hasil pajak daerah yang diperoleh pemerintah daerah Kota Binjai yaitu pajak
hotel dan restoran. Untuk pengelolaan pajak hotel dan restoran mutlak diperlukan pengawasan

yang memadai dan pengawasan terhadap pelaksanaan pajak hotel dan restoran yang dilakukan
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oleh Dinas Pendapatan Daerah (Rikayana & Nurhasanah, 2020). Pajak Restoran adalah pajak
atas pelayanan restoran. Pajak restoran dan biaya sewa gedung berdampak kecil namun cukup
besar terhadap harga jual restoran. Hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan ini adalah
bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Secara
teoritik kepatuhan ini akan terwujud apabila penetapan tarif yang diberikan adil dan jelas.
Namun fakta dilapangan menunjukkan hasil yang berbeda (Yati, 2020).

Berdasarkan artikel yang beredar di media online seperti Kompas dan CNN Indonesia
menyebutkan bahwasannya masih banyak penyimpangan yang terjadi terkait penetapan tarif
pajak yang dibebankan pada wajib pajak khususnya adalah pajak restoran di Kota Binjai.
Contoh kasus yang telah terjadi adalah pembebanan pajak restoran sebesar 200 ribu per hari
atau 6 juta per bulan kepada tukang bakso gerobak di Kota Binjai (Rizal, 2021). Padahal
keuntungan bersih yang didapatkan oleh pedagang ini tidak sampai separuh dari pajak yang
dibebankan serta masih banyak kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasannya penetapan
pemberian tarif pajak restoran pada masyarakat khususnya wajib pajak di Kota Binjai.
Sehingga dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk melakukan analisa terhadap penetapan
tarif pajak restoran yang diberlakukan di Kota Binjai terhadap UMKM.

B. METODE

Penelitian Hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yakni dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen atau data sekunder. Data
sekunder yang dimaksud seperti teori hukum, Undang-Undang, putusan pengadilan serta
pendapat para ahli. Data sekunder ini akan digunakan pada penelitian ini untuk membangun
kajian teori yang ada, substansi dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan
yang akan dianalisa dengan teori normative serta hukum yang ada. Selanjutnya pendekatan
yang digunakan adalah penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif atau bisa disebut
kualitatif deskriptif. Tujuan dari pengguaan pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data
yang berkaitan dengan isuserta fakta yang telah terjadi. Melalui teknik analisa ini peneliti akan
melakukan analisa dan mendeskripsikan masalah yang terjadi serta merumuskan Langkah
strategis yang solutif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Penelitian ini akan
mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai bagaimana kajian hukum terkait penetapan tarif
pajak restoran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Binjai dalam perspektif Wahbah Az-
Zuhaili.
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C. HASIL PEMBAHASAN
1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Restoran

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai
pengeluaran Pemerintah dan program pembangunan. Kontribusi pajak sangat penting bagi
penyelenggaraan suatu Negara disamping penerimaan lainnya seperti sumber daya alam, laba
badan usaha milik negara, retribusi, dan sumber penerimaan lainnya. Dapat dikatakan bahwa
penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri terbesar (Mawarni & Indrawati, 2022).
Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan selaku
pengelola sistem perpajakan di Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan
dengan melakukan pembenahan terhadap penerapan sistem perpajakan yang lebih modern.
Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataannya perbandingan antara jumlah
wajib pajak dibandingkan dengan jumlah penduduk dan jumlah usaha relatif kecil (Sari &
Qibthiyyah, 2022).

Pajak adalah salah satu dari banyak faktor berpengaruh yang harus dipertimbangkan
organisasi dalam membuat keputusan bisnis, termasuk keputusan investasi proyek. Ini
memiliki dampak signifikan pada arus kas operasi, dan dalam banyak kasus pembuatan atau
pemutusan proyek sangat ditentukan oleh efek pajak (Elisabet & Dewi, 2021). Perubahan yang
cepat dan terus-menerus dalam undang-undang perpajakan suatu negara semakin memperumit
manajemen dalam menentukan investasi bisnis yang paling menguntungkan, namun layak
untuk dijalankan. Manajer harus menyadari perubahan ini dan memahami bagaimana
perubahan tersebut memengaruhi perilaku karyawan, pelanggan, pemasok, dan pesaing;
karenanya, perusahaan dapat menghindari investasi dengan kerugian kompetitif (Iskandar &
Haryanto, 2017).

Dalam pajak restoran, tidak semua layanan yang disediakan oleh restoran atau rumah
dikenakan pajak. Pasal 37 Ayat (3) Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek Pajak
Restoran adalah pelayanan yang diberikan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi
batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah, misalnya tidak tidak melebihi Rp. 30 juta
per tahun. Sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Daerah dan
Pajak Retribusi, jasa boga juga ditetapkan sebagai bukan objek Pajak Restoran. Namun
pengecualian ini tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, karena jasa
boga merupakan objek Pajak Restoran (Mahyuliza et al., 2021).

Pemungutan pajak restoran saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengenaan pajak restoran tidak bersifat
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mutlak di semua kabupaten/kota di Indonesia (Rohmah, 2022). Hal ini berkaitan dengan
kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau
tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut di
suatu daerah atau kota, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menerbitkan peraturan daerah
tentang pajak restoran yang akan menjadi dasar hukum operasional dalam pelaksanaan teknis
pengenaan dan pemungutan pajak restoran di kabupaten/kota yang bersangkutan (Puspanita et
al., 2022).

Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang tercantum
pada Pasal 12 yang berisi :

1. Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan “Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah
daerah tempat restoran di Kota Binjai.”

2. Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan “Pembayaran atas Pajak retoran dapat dilakukan
dengan harian, mingguan atau bulanan”

3. Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa: “Pembayaran pajak yang sudah ditentukan pada ayat
3 di atas ditentukan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dengan mempertimbangkan
lokasi, jenis dan luas bangunan, jumlah meja dan kursi, jumlah omzet dan efisiensi.”
(Walikota Binjai, 2011)

2. Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak UMKM

Di Indonesia, setiap bisnis apapun strukturnya harus mematuhi sistem perpajakan yang
diatur dalam peraturan pajak penghasilan pasal 46 tahun 2013 (UU PPH) yang telah direvisi
seperti tahun lalu. Tarif pajak saat ini untuk struktur bisnis di Indonesia adalah 0,5%
berdasarkan PP No. 23 tahun 2018. Pengertian UMKM di Indonesia didasarkan pada UU No.
20/2008, yang menggunakan total aset dan total pendapatan untuk menentukan mana yang
Mikro, Kecil, atau Menengah. Sementara, segala sesuatu di atas yang dianggap sebagai
perusahaan besar

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas
kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat serta
dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong
pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Guztaman,
2019). Selain itu, usaha mikro merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional
yang mendapatkan peluang, dukungan, perlindungan, dan pengembangan utama yang secara
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luas merupakan perwujudan dari pihak yang tegas terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat,
tanpa harus mengabaikan peran bisnis besar dan perusahaan milik pemerintah (S. Y. Putri &
Wilasittha, 2022).

Sejak 1 Juli 2018, Pemerintah telah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2013 dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk menurunkan
tarif pajak penghasilan atas peredaran bruto tertentu dari 1% menjadi 0,5%. Pemberlakuan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan pelaku UMKM dengan
memberikan insentif perpajakan agar nantinya dapat mengembangkan usahanya, namun hal
tersebut akan berdampak negatif terhadap penerimaan pajak pemerintah. Selain itu, penerapan
peraturan tersebut menunjukkan adanya kemudahan dalam membayar pajak bagi pelaku
UMKM sehingga kepatuhan pajak UMKM semakin meningkat (Triyono & Kusumawardhani,
2022).

Tidak hanya itu persepsi keadilan dalam sistem perpajakan dapat secara signifikan
mempengaruhi  kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mengurangi
penghindaran pajak. Dimensi keadilan pajak merupakan variabel non ekonomi sebagai kunci
perilaku kepatuhan pajak. Ada lima dimensi keadilan pajak yang meliputi (1) tingkat keadilan
umum dan distribusi biaya pajak; (2) Pertukaran dengan pemerintah; (3) Kepentingan pribadi;
(4) Ketentuan khusus; (5) Struktur tarif pajak (Jurnal et al., 2020). Peraturan perundang-
undangan terkait tarif pajak PPh dari pelaku UMKM ini berlaku secara Nasional termasuk
diberlakukan di Kota Binjai (A. Putri & Aslami, 2022).

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Wajib Pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenakan pajak penghasilan final adalah:

a. Wajib Pajak orang pribadi; dan

b. Wajib Pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komando, firma, atau perseroan
terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto paling
banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun
Pajak (Said, 2019)

3. Penetapan Tarif Pajak Restoran UMKM di Kota Binjai

Dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah terdapat beberapa
kategori dalam penarifan Pajak Restoran, seperti yang tercantum pada Pasal 13 ayat (1)
menyatakan bahwa: “Pembayaran pajak restoran yang dilaksanakan secara harian dengan
besaran tarif:
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a. Berbentuk warung dengan jumlah meja 1 sampai dengan 3 meja dikenakan sebesar
Rp. 2.000,00 sampai dengan Rp 5.000,00 per hari.

b. Berbentuk warung dengan jumlah meja 4 sampai dengan 6 meja dikenakan sebesar
Rp. 6.000,00 sampai dengan Rp 10.000,00 per hari.

c. Berbentuk warung dengan jumlah meja 7 sampai dengan 10 meja dikenakan sebesar
Rp. 15.000,00 sampai dengan Rp 20.000,00 per hari.

d. Berbentuk warung dengan jumlah meja di atas 10 maka akan dikenakan sebesar Rp.
25.000,00 per hari. (Walikota Binjai, 2011); (Yuji, 2022)

Dalam Peraturan tersebut dijelaskan beberapa kategori-kategori dalam penarifan
Pajak Restoran di Kota Binjai. Beberapa pelaku usaha kecil yang masih di kategorikan sebagai
PKL atau UMKM yang mendapatkan ketidak sesuaian tarif Pajak yang di tagih oleh BPKAD
dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap pelaku UMKM di Kota Binjai yang sudah
terdaftar sebagai wajib pajak khususnya usaha kecil dan menengah yang dilakukan dengan cara
wawancara langsung sebanyak 5 (lima) responden wajib pajak UMKM, ditemukan 4 (empat)
orang responden dari 5 (lima) responden yang menjawab bahwasanya mereka masih belum
mengetahui adanya Peraturan. Pemerintah (PP) tentang tarif Pajak Restoran UMKM dan
pemahaman tentang tata cara perpajakan untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan
penyetoran pajak UMKM. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa seharusnya para UMKM
tidak harus dipungut pajak.

Selain itu juga, dalam observasi penulis, penulis juga menemukan pengutipan pajak
yang tidak sesuai pada penjual bakso yang pengutipannya mencapai Rp. 6.000.000
perbulannya, padahal warung bakso tersebut hanya memiliki 3 sampai 5 meja yang tersedia di
warungnya Yyang seharusnya pemilik warung tersebut hanya menerima Rp. 300.000
perbulannya sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai. Sementara itu Bapak Handoko pemilik
warung bakso tersebut mengaku pendapatannya jauh lebih rendah dari pajak restoran yang
ditagihkan oleh BPKAD. Di kota Binjai sendiri fenomena pembayaran pajak yang tidak sesuai
atau penetapan banyak ditemui di kalangan masyarakat khususnya adalah para pemilik warung
kecil yang pendapatan per harinya minim. Di himpun dari beberapa media online, berikut
merupakan beberapa kasus penetapan yang terjadi di Kota Binjai terkat pembayaran pajak

restoran ini.
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Tabel 1. Fenomena Penetapan Tagihan Pajak Restoran di Kota Binjai

Judul Artikel Media Permasalahan
"Viral Unggahan Foto Kompas Tagihan pajak restoran yang dikeluarkan
Pajak Tukang Bakso Rp oleh BPKAD Kota Binjai kepada penjual
6 Juta Sebulan, Ini bakso gerobak sebesar 6 juta perbulan
Penjelasan BPKAD Kota dengan rincian perhari dihitung 200 ribu.
Binjai" (Rizal, 2021). Padahal pendapatan bersih tukang bakso ini
paling banyak satu hari adalah 100 ribu.
"Pemkot Binjai Respons CNN Tanggapan dan respon BPKAD Kota Binjai
Tagihan Pajak Tukang Indonesia terkait tagihan pajak restoran sebesar 6 juta
Bakso Rp6 Juta” (CNN yang ditujukan kepada tukang bakso
Indonesia, 2021) gerobak. Respon yang diberikan atas
masalah ini adalah anjuran kepada para
pemilik restoran yang merasa beban pajak
restorannya terlalu besar bisa melakukan
protes dan apabila memang tidak sesuai
surat tagihan tersebut bisa dilakukan
klarifikasi.
"Pemkot Binjai Kutip Belasting.id Beberapa pedagang kecil yang mempunyai
Pajak Restoran ke PKL beban pajak restoran sangat tinggi yakni
Rp3 Juta - Rp6 Juta per antara 3 juta hingga 6 juta. Pedagang yang
Bulan" (Dwi, 2021) dimaksud adalah PKL, penjual bakso
hingga pemilik warung nasi kecil-kecilan.
"DPRD Kota Binjai Tribun- Adanya usulan dari DPRD untuk
Minta Pajak Restoran Medan.com  melakukan pengurangan pajak restoran
yang Mencekik khususnya bagi para pedagang kecil.
Pedagang  Dikurangi” Usulan yang dimaksud adalah nilai

(Hutasoit, 2021)

persentase beban pajak restoran menjadi

5% dari yang awalnya sebesar 10%.
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Dari beberapa artikel berita diatas, dapat dilihat bahwa BPKAD belum
mengimplementasikan Peraturan Walikota mengenai tarif Pajak restortan yang terdapat
ketidak sesuaian tarif Pajak Restoran yang dinyatakan dalam Peraturan Walikota dengan
Pengutipan Pajak oleh BPKAD Kota Binjai. Yang seharusnya setiap pelaku usaha dibidang
kuliner memiliki kategori-kategori dalam memungut dan membayar Pajak Restoran
perbulannya. Jadi BPKAD bisa memberikan arahan kepada pedagang-pedagang kuliner Kota

Binjai untuk menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai.

4. Penetapan Tarif Pajak Restoran oleh Pemerintah Kota Binjai Perspektif Wahbah Az-
Zuhaili

Penetapan tarif Pajak Restoran di Kota Binjai sama sekali tidak ada masalah dalam sektor
UMKM. Namun, realitanya BPKAD Kota Binjai belum mengimplementasikannya sesuai
dengan Peraturan Walikota Binjai. Ada ketidaksesuaian dan ke tidak adilan yang dilakukan
Pemerintah Kota Binjai dalam pengutipan tagihan Pajak Restoran, terlebih kepada sektor
Pedagang kuliner yang notabennya masih UMKM yang tagihannya melibihi batas dari omzet
penjualannya perbulan.

Hal ini dipandang sebagai bentuk penetapan pajak yang dinilai sebagai bentuk penarikan
pajak secara dzalim karena tidak memungut sesuai dengan pendapatan pengusaha tersebut
sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan. Menurut pandangan Wahbah Zuhaili yakni
“Islam menetapkan hukuman atas tindakan pencurian, ghashab (penyerobotan), perampasan,
penipuan, penarikan pajak secarazhalimdan sebagainya, juga menuntut denda ganti rugi atas
pengrusakan harta orang lain.”

Dari pendapat Wahbah Zuhaili dapat diketahui bahwasannya perbuatan pemerintah
dalam memberikan penetapan melalui penyetaraan pajak adalah perbuatan dzalim karena
mengutip pajak tidak melihat dari pendapatan usaha tersebut hanya melaksanakan dari
penyetaraan semata. Padahal para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum
muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan
kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang
membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam
Ghazali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm.

Berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang pengutipan Pajak oleh pemerintah
seharusnya menetapkan tarif secara adil, seperti warung kecil yang sesuai dengan dengan
kategori tarif pajak pada Peraturan Wali Kota Binjai, sesuai dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili

yaitu “’Semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin tinggi pula pajak yang harus
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dibayarkan, juga sesuai dengan tingkat kekayaan dan kelapangan ekonomi Islam. Syariat
Islam menerapkan sejumlah ketentuan dan batasan-batasan yang cukup banyak terhadap
seseorang dalam menggunakan hak miliknya dan dalam hak memiliki itu sendiri, demi
merealisasikan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan dan persamaan semaksimal mungkin.”
(Wahbah Az-Zuhaili, 2021)

Para ulama klasik juga mendukung pemberlakuan pajak yang adil dan selaras dengan
semangat Islam. Sistem pajak yang mereka anggap adil paling tidak harus memenuhi kriteria
yaitu.

a. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan
untuk kepentingan mewujudkan magasid;

b. Beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang
untuk memikulnya;

c. Hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari

pengumpulan pajak tersebut (Yati, 2020)

Peraturan Walikota mengenai Penetapan tarif Pajak Restoran terhadap UMKM di Kota
Binjai sudah sesuai dengan hasil keuntungan UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Seperti
pedagang yang memiliki warung hanya dengan 4 meja, sudah seharusnya ditagih pajak Rp.
300.000 perbulannya sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai. Dan juga berdasarkan dengan
pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, seharusnya penetapan tarif pajak restoran UMKM di Kota
Binjai harus di tagih secara adil sesuai dengan hasil pendapatan. Namun pada sekarang ini,
BPKAD Kota Binjai belum menerapkan penarifan Pajak Restoran sesuai dengan Peraturan
Walikota Binjai dan tidak sesuai dengan Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Jadi dalam hal ini,
pemerintah terkhususnya BPKAD Kota Binjai seharusnya melakukan pendataan dahulu
mengenai tarif pajak yang tertera pada Peraturan Walikota Binjai dan melakukan pendataan
langsung ke UMKM dengan mendata omzet masing-masing sebelum menentukan tarif dan
tagihan Pajak. Hal tersebut akan mengurangi ketidaksesuaian dan ketidakadilan dalam

penetapan tarif Pajak Restoran UMKM sesuai dengan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

D. KESIMPULAN
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pajak mempunyai peran yang
sangat besar dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Salah satu sektor
yang mempunyai potensi cukup besar di sektor pajak ini adalah sektor UMKM yakni restoran.

Salah satu kota yang menerapkan pajak untuk restoran ini adalah Kota Binjai. Beberapa atran
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yang mengatur tentang penetapan tarif pajak baik UMKM dan restoran ini adalah Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang mengatur pajak UMKM di Indonesia dan Perda No.
3 Tahun 2011 yang mengatur pajak restoran di Kota Binjai. Namun, terkait penerapan aturan
ini, ternyata ada beberapa penyimpangan yang terjadi. Diantanya adalah adanya
ketidaksesuaian tarif pajak yang dibebankan oleh wajib pajak di Kota Binjai. Penetapan ini
dilakukan secara sama rata sehingga menyebabkan pedagang yang mendapatkan keuntungan
kisaran 2.000.0000 perbulannya harus menanggung pajak yang dirasa memberatkan dan tidak
adil. Berdasarkan data yang penulis peroleh yaitu pembebanan pajak dikutip mencapai
3.000.000 hingga 8.000.000 juta perbulannya pada pedagang-pedagang kecil di Kota Binjai
seperti penjual bakso gerobak, penjual nasi di warung kecil hingga Pedagang Kaki Lima.
Padahal jika melihat keuntungan bersih nya tidak ada separuh dari pembebanan pajak yang
harus dibayar perharinya. Melihat fenomena ini pemerintah Kota Binjai terkhusus BPKAD
Kota Binjai harus mengkaji ulang aturan terkait tarif pajak restoran ini. Penetapan yang terjadi
ini berdasarkan kajian dari pendapat Wahbah Zuhaili dianggap sebagai perbuatan yang dzalim

dan harus dihindari.
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